
\,

WALITTOTA KOTAMOBAGU

PROVINSI ST'LAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 3'{o TAHUN2021

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal l1 ayat 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 138 Tahun 2Ol7 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah;

b. bahwa maklumat pelayanan publik perlu

dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan untuk

meningkatkan responsivitas petugas pelayanan,

meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna

jasa layanan dan kine{a serta kualitas

menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat

Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Walikota Kotamobagu.

Menimbang

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi

Sulawesi Utara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan

;H,:* 
Negara RePublik Indonesia "t K



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nonor

6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ( Berita

Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 551);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

20 17 terrtang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia 2017 Nomor 1958);

7. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi,

T\rgas dan Fungsi Serta Tata Ke{a Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Tipe B (Berita Daerah Kota Kotamobagu

Tahun 2016 Nomor 36, trmbaran TambahatTt

Daerah Kota Kotamobagu Nomor 247); n



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Maklumat Pelayanan Pub[k Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam

l.ampiran keputusan ini;

Dalam memberikan layanan kepada

masyarakat/pengguna jasa layanan, petugas

Pelayanan wajib menaati isi Maklumat Pelayanan

Publik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tansgal ditetapkan

dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan

sebaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat

kekeliruan.

17 Wgnvcr 2021

OBAGU,

Ditetapkan di Kotamobagu

Tembusan:
L Yth. Wakil Walikota Kotamobagu (sebagai laporan);
2. Arsip.
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LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

KEPUTUSAN WAUKOTA KOTAMOBAGU TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

31D TAHUN 2021

13 DESEMBER 2021

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

DENGAN INI, KAMI MEITYATAI(ATT SANGGUP MENYELENGGARANAN

PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAIT YANG TELAH

DITETAPKAIT DAIT APABILA TIDAK MEI{EPATI JAITJI IIU, KAMI SIAP

MENERJMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN

YANG BERLAKU.

OBAGU,
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